
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 05 TAHUN 2006

.TENTANG

PERUBAHAN ATAS PER,ATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2OO2 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

JASA KEPELABUHANAN

DENGF.N R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI PONTIANAK,

bahwa pelaksanaan Retribusi Pelayanan .lasa Kepelabuhanan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002
tentarrg Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, masih terdapat
beberapa pelayanan yang belum dipungut Retribusi Jasa
Kepelabuhanan ;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut oalam huruf a diatas,
perlu diretapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;

Undang-Undang Nonror 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 l,lomor g) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror'1820);

Undahg-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Piulana
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nonror 76,
Tamb'ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Un,iang Nontor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaranr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran l{egara Republik Indonesia Nomor 3493);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danr

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahiln Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3679) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahun 2000 Nomor i246, Tambanan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nonlor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 l.Jomor 53, Tambahan l-embaran Negara
RepuLrlik Indones'ia I'lomor a3B9);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Le,nbaran Negara Republik lhdonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomot B Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45a8);

7.. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 325d);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indortesia Nomor 3445);

9. Peraturarr Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Jenis
Penerimaan Negara Non Palak pada Departemen Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);

l0.Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerir'tah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tarnbahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rrvtribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Numor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 I ahun 20()1 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001' 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4145);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

l4.Peraturan Daerah Nom<.rr 14 Tahurr 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahurt 2002
Nomor 44 Seri C Nomor 12);

l5.Peraturan Daerah Kabuapaten Pontianak Nomor 02 'fahutt 2005
tentang Pembentukan dan Susunarn Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02.

Seri D Nomor 01).



Dengan Persetujuan Bersama
DHWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PER.ATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TEN'IANG
PERUBAHAN ATAS PERI{TUR.AN Df\ERF.ii KABUPAT=i:
PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2OA2 TFNTANG RFTRIRI I-C!

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

Fasal I

Beberapa ketentuan dalam l)eraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nornor 14
Tahun 2(rC2 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhanan (Lembaran l)aerah
Tahun 20A2 Nomor 44 Seri C Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Pen;elasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1l Objek Retribusi adalah Pemanfaatan Pelayanan Jasa Fasilitas Kepelabuhanan
yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. Jasa Sandar;
b. Jasa Tanda masuk Pelabuhan/ferminal;
c. Jasa Penumpukan Barang/Hewan;
d. Jasa Sewa Tanah dan Bangunan;
e. Jasa Perav,ratan/Pemeliharaan Pelabuhanfferminal. dan
i. Jasa Sandar dan Tambat di Dermagafferminal.

(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang
d imilikiidikelola o[eh swasta.

3. Ketentuan Pasal B diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal B

(1) Tarif dipungut berdasarkan jenis jasa Terminal/l(epelabuhanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

rlo
Jenis Pelayanan

Jasa l'.eoelabuhanan
Satuan

Besarnyer
Tarif

Retribusi

1
.) 4

Dermaga/Terminal Perairan Daratetn.

1. Jasa Sandar

a. Dermaga Kayu

b. Dermaga Besi

3. Jasa Sandarffambat KaPal
(lstirahat)

4. Jasa Masuk Pelabuhan

Permeter Pjng. Kapal/Sekali Sandar

Permeter Pjng. Kapal/Sekari Sandar

Sekalidarlam 12 Jam

Rp. 500,00

Rp. 500,00

Rp. 2.500,00



Rp. 200,00

Rp. . 200,00

Rp. 300,00

Rp. 400,00

Rp, 600,00

Rp. 1 U00,00

Rp. 1 500,00

Rp. 2.500,00

Rp. 3.500,00

Rp. 1.000,00

Rp. 1.500,00

Rp. 2.500,00

Rp.'10.000,00

Rp.15.000,00

Rp. 500,00

a. Orang;

b.Sepeda (Gol. l),

c. Sepeda Motor di Bawah 500 cc
dan Gerobak dorong tGol. ll);

d. Sepeda Motor besar diatas
500 cc dan Kendaraan Roda 3
(Gol lll);

e.Kendaraan Bermotor : Sedan,
Jeep, Minibus, Minicab,
Mikrolet, Picl. Up, Station
Wagon (Gol. lV);

f. Kendaraan Bernrotor : Mobil
Bus, Truck, Mobil Tangl<i
ukuran sedang Can sejenisnya
(Gol. V);

g. Kendaraan Bermotor : Bus,
Truck ukuran panjang lebih
dari 7 M s/d 10 M dan
sejenisnya (GolVl);

h. Kendaraan Berm'ctor' . Truck
Trontcn, Alat Berat Panjang
lebih dari 10 M s/d 12 M dan
sejenisnya (Gol.Vll);

i. Kendaraan Bermotor : Truck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 12 M dan sejenisnya
(Gol. Vlll).

5. Jasa Perawatan / Pr:meliharaan

a.Sepeda Motor dibawah 500 cc
dan Gerobak Dorong (Gol. ll);

b. Sepeda lvlotor Eesar diatas
500 cc dan kendaraan Roda 3
(Gol. lll);

c. Kendaraan Bermotor : Sedan,
Jeep, Minibus, Minicab,
Mikrolet, Pickup, Station
Wagon (Gol lV);

d. Kendaraan Bermotor : Mobil
Bus, Truck, Mobil Tangki
ukuran sedang dan sejenisnya
(Gol. V);

e. Kendaraan Bermotor : Bus,
Truck ukuran panjang lebih
dari 7Ms/d10Mdan
sejenisnya (GolVl);

f, Kendaraan Bermotor : Trt'ck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 10 M s/d 12 M dan
sejenisnya (Gol.Vll);

g.Kendaraan Bermotor : Truck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 12 M dan sejenisnYa
(Gol. Vlll).

h. Barang Muatan diatas
kendaraan.

Orang/Sekali masuk

PerUnit /Sekali masuk

PerUnit /Sekali rTr?Suk

PerUnit /Sekali masuk

PerUni. /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per UniUSekali masuk

Per Urrit /Sekali masuk

Per UniVSekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Unit iSekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Ton / Mz



z 4

5. Jasa Penumpukan Barang/Hewan

a.Setiap Ton / M3;

b. Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing,
Babidll;

c. Barang Muatar, diatas
Kendaraarr.

6.Sewa Tanah dan Banqunan i
Ruangan

a.Sewa Tanah :

- Untuk Toko / Warung;

- Untur Reklame:
- Untuk Kantor

b.Sewa Bangunan:

- Untuk Kantor;

- Untuk Warung/Toko/Kantin.

Per Mir / Ton / Hari

Per Ekor / Hari

Per M3 / Ton I Hari

Per M2 i Tahun

Per M2 / Tahun

Per M2 / Tahun

Per M2 / Tahun

Per M2 / Tahun

Rp

Rp.

Rp.

300,00

300,00

500,00

Rp.10t.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 5.500,00

Rp.12.50u,00

Rp.15.00t"t,00

ll Pelabuhan Penyeberangan

1. Dermaga Penyebenangan

a. Sandarli-ambat;

b. lstirahat

2. Jasa Masuk Pelabuhan

a. Orang;

b.Sepeda (Gol. l);

c. Seoeda Motor di Bawah 500 cc
dan Gerobak dorong (Gol. ll),

d. Sepeda Motor besar diatas
500 cc dan Kendaraan Roda 3
(Gol. lll);

e.Kendaraan Bermotor : Sedan,
Jeep, Minibus, Minicab,
Mikrolet, Pick Up, Station
Wagon (Gol. lV);

f. Kendaraan Bermotclr : Mobil
Bus, Truck, Mobil Tangki
ukuran sedang dan sejenisnya
(Gol V);

g. Kendaraan Bermotor : Bus,
Truck ukuran panjang lebih
dariTMs/d10Mdan
sejenisnya (GolVl);

h.Kendaraan Bermotor : Truck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 10 M s/d '111 M dan
sejenisnya (Gol.Vll);

i. Kendaraan Bermotor : Truck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 12 M dan sejenisnya
(Gol. Vlll).

3. Jasa Perawatan / Pemeliharaan

a.Sepeoa Motor dibawah 500 cc
dan Gerobak Dorong (Gol. ll);

b.Sepeda Motor Besar diatas
500 cc dan kendaraan Roda 3
tGol. lll);

Per G.T / Sekali Sandar

Per G.T/Jam

Orang / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Fer Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit / Sekali Masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Urit /Sekali masuk

Rp.40,-
Rp.25 ,-

300,00

300,00

300,00

500.00

Ro. 1 000.00

Rp. 2.000,00

Rp. 2.500,00

Rp. 3.000,00

Rp. 3.500,00

200,00

200,00

Rp.

Rp.

tlp.

Rp

Rp

Rp



c. Kendaraan Bern,otor : Sedan,
Jeep, Minibus, Minicab,
Mikrolet, Pickup, Station
Wagon (GollV);

d. Kendaraan Bermotor : Mobil
Bus, Truck, Mobil Tangkr
ukuran sedang dan sejenisnya
(Gol. V);

e. Kendaraan Bermotor : Bus,
Truck ukuran panjang lebih
dari 7Ms/d10Mdan
sejenisnya (GolVl);

f. Kendaraan Bermotor : Truck
Tronton, Alat Berat Panjang
lebih dari 10 M s/d 12 M dan
sejenisnya (Gol.Vll);

g. Kendaraan Bermotor : Truck
Trontorr, Alat Berat Panjar-rg
lebih dari 12 M dan sejenisnya
(Gol. Vlll).

h. Barang Muatan
kendaraan.

diatas

Penumpukan Barang / Hewan
- Barang
- Kuda, Sapi, Kerbau, Babi

Sewa Tanah & Bangunan/
Ruangan
a.Sewa Tanah

- Untuk Toko/Warung
- Untuk Reklarne
- Untuk Kantor

Fr Qarrra Dannr rnan

Untuk Toko / Wan:ng
- tintrrk Kantor

F-,er Unit /Sekali masuk

Per Unit /Sekali masuk

Per Ur,it /Sekali masuk

Per Unit /Sekali rnasuk

Pei -n'i i'ceriaii rnasuk

Per Ton / Mz

Per Ton / M2
Per Ton / M2

Per M2 / Tahun

Per M2 i Tahun

Per M2 / Tahun

Per M2 / Tahun

Per M2 / Tahun

Rp. 1.suu,u0

Rp. 2 500,00

Rp.10.000,00

Rp.17.000,00

Rp.20.000,00

Rp. 500,00

Rp. 500,00
Rp. 300,00

Rp.10.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 5.500,00

Rp.15.000,00

Rp.12.500,00



Pasal ll

Peraturan Daei'ah ini mulai berlaklu pada tanggal diundangkan.

Agai seti,?p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
=.1 -. -.,,, . :--: -! - - - -| !4?:t!": t:,, r!-!,r-:r 'FnEnip.atannya dalam Lgmbaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Diietapkandi Mempawah
pada tanggal 28 Agustus 200ti

BUPATI PONTIf\NAI(,

ttd

AGUS SALIM
Diund:rngk;rn di Mempawah
pada tanggal 29 I 08 I 2006

SIIKRETAIT{IS DAERAH KATIUPATEN PONTL\NAK.

ttd

SYB'BI SYOUIB

LEMBARAN DAERAI-I KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI C NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian l-iukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 05 TAHUN 2006

TEI{TANG

PERUBAHAN AlAS PER,ATURAN DAERAH KABUPATEN POhITIANAK
NOMOR i4 TAHUN 2OO2 TENT,ANG RETRIBUSI PEI-AYAT.IAN

JASA KEPELABUHANAN

I. PENJEI.ASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan

Retribusi Daerah yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Penterintaft

Nomor ()6 -fahun 2001 tentang Retribrusi Daerah, bahwa tarif retribusi perlu ditinjau

kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Atas dasar tersebut, maka dipandang perlu tarif retribusi Pelayanan Jasa

Kepelabuh?il?fl sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2402

tentang Retribusi Peiayanan Jasa Kepelabuhanan untuk dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka menjetring adanya obyek jasa pelayanian

yang bellum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, disamping itu adalah dalam

rangka urntuk meningkatkan pelayanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Fasilitas penyelenggaraan kepelabuhanan yang ditetapkan

untuk dipungut retribusinya adalah .

1. Pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya;

2. Dermaga LLASD Rasau Jaya;

3. Dermaga LLASD di Kecannatan Kubu;

4. Dermaga LLASD di Kecamatan Terentang;

5. Dermager LLASD di Kecamatan Batu Ampar/Cabang Ruan;

6. Dermaga LLASD di Pulau Limbung Kec. Sui Raya;

7. Dermaga LLASD di Gunung Tamang Kec. Sui Raya;

8. Dermaga LLASD di Sungai Bulan Kec. St"ri Raya.



----I

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal ll

Cukup jelas.


